BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

a.

BUPATI MOJOKERTO,

Bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah sebagaimana diubah terakhir dengan
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber pada APBD sebagaimana diubah dengan
Pcrubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 ;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagaimana diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2012, sudah tidak sesuai
dengan pcraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mecnctapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan

Proscdur Pengelolaan Keuangan Daerah;



Mengingat

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pecmbentukan  Dacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pcrubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Ncgara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pcrbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pcmeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab
Kcuangan Ncgara,;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang
Pemerintahan  Dacrah  scbagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbangan Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah;

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Rctribusi Dacrah;

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum
scbagaimana diubah decngan Peraturan Pemecrintah
Nomor ;

Pcraturan Pcmcerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pcrimbangan;

Pcraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Pcraturan Pcemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pcngcelolaan Uang Negara/Dacrah;



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

[US]

Pcraturan Pemcerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemecerintah,
Pemecerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemcrintahan
Dacrah Kabupaten/Kota;

Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah scbagaimana
diubah dcngan Pcraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012;

Pcraturan Mecenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
scbagaimana tclah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Pcraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pcnatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
scria Penyampaiannya;

Peraturan Dacrah Kabupatecn Mojokerto Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Mojokerto ;

2. Pemcrintah

Mojokerto ;

Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto ;



S.

10.

11.

Kcuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka pcnyclenggaraan pemerintahan  dacrah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya scgala bentuk
kckayaan yang berhubungan dengan hak dan kcwajiban
dacrah;

Pengelolaan Kcuangan Dacrah adalah  keseluruhan kegiatan
yang mcliputi pcrencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pclaporan dan pertanggung  jawaban scrta pengawasan
kcuangan dacrah;

Anggaran Pcndapatan dan Bcelanja Dacrah, sclanjutnya
disingkat APBD adalah rcncana kcuangan tahunan pemerintah
dacrah yang dibahas dan disctujui bersama olech Pemerintah
Dacrah dan DPRD dan ditctapkan dengan Peraturan Dacrah ;
Pcjabat Pcngcelola Keuangan Dacrah yang sclanjutnya disingkat
PPKD adalah Kcpala Satuan Kcrja Pengcelola Kcuangan Daerah
yang mcmpunyai tugas mclaksanakan pcngelolaan APBD dan
bertindak scbagai Bendahara Umum Daerah;

Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Dacrah yang sclanjutnya
disingkat SKPKD adalah Pcrangkat Dacrah pada Pcmecrintah
Dacrah sclaku Pcngguna Anggaran/Pcngguna Barang yang juga
mclaksanakan pcngelolaan kcuangan dacrah ;

Satuan Kcerja Pcrangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD
adalah Pcrangkat Dacrah pada Pcmcrintah Kabupaten Mojokerto
sclaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

Pcrecncanaan dan Penganggaran adalah rencana pendapatan,
rcncana program dan kcgiatan SKPD scrta rencana pembiayaan
scbagai dasar penyusunan APBD ;

Pclaksanaan dan Pcnatausahaan APBD adalah peclaksanaan
Anggaran, Pcndapatan, Bcelanja dan Pembiayaan olch Pengguna
Anggaran sccara tertib, taat pada pcraturan perundang-undangan,
clektif, cfisicn, ckonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat

untuk masyarakat.



(1)

(3)

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 2
Sctiap Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pencrimaan/Pengcluaran dan Orang atau Badan yang menerima atau
mecnguasai  uang/barang/kckayaan Pcemecrintah Kabupaten wajib
menyclenggarakan percncanaan, pclaksanaan, pcenatausahaan dan
pcrtanggungjawaban anggaran berpcdoman  pada  Sistem  dan
Proscdur Pengelolaan Kcuangan Daerah.
Sistem dan Proscdur Pengelolaan Kcuangan Dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Sistem dan Proscdur Penganggaran Kcuangan Dacrah;
b. Sistem dan Proscdur Penyusunan Perubahan Penganggaran
Kcuangan Dacrah;
c. Sistem dan Proscdur Penyusunan DPA dan Anggaran Kas;
d. Penatausahaan Bclanja;
¢. Pcnatausahaan Bendahara Pengeluaran dan  Bendahara
Pengeluaran Pembantuy,
f. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
g. Pcnatausahaan Bendahara  Penerimaan dan Bendahara
Pencerimaan Pembantu;
h. Pertanggungjawaban Bendahara Pencrimaan dan Bendahara
Pcncrimaan Pembantu;

i. Akuntansi dan Pclaporan Kcuangan Dacrah;

Sistem dan Proscdur Pengelolaan Keuangan Dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) sccara terperinci termuat dalam Lampiran I
dan II yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



BAB III
PENUTUP

Pasal 3
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

58 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 —aALET 2014

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA /KA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 294 maArET 20

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE OJOKERTO

TERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 26t} NOMOR b



R PPKD mengotorisasi Laporan Kcuangan Pemerintah
dacrah dan Laporan Kcuangan Perusahaan Dacrah.

6. Inspcktorat melakukan review atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah bersamaan dengan proses
penyusunannya atau sctelah seclesai disusun scbelum
discrahkan kepada Bupati.

T PPKD menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Dacrah yang telah direview beserta Laporan Kuangan
Perusahaan Dacrah kecpada Bupati.

8. Sctelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
Laporan Kcuangan Perusahaan Daerah dan Laporan hasil
rcvicw Laporan Kecuangan Pemerintah Daerah oleh
Inspcktorat, Bupati membuat surat pernyataan Laporan
Keuangan Pemerintah Dacrah dan Perusahaan Dacrah
beserta Surat Pernyataan Bupati berlanjut ke proses
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

9. Laporan Rcalisasi Anggaran disampaikan oleh Bupati
kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan

sctelah tahun anggaran berakhir.

BUPATI MOJOKERTO,

!

MUSTOFA AL PASA
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CONTOH FORMAT KWITANSI PELIMPAHAN UP/GU

Terimadari
JumlahUang
Untukpembayaran

Menyetujui :
PenggunaAnggaran

Ttd&stempel

BerdaharaPehBRIUABETY .. xncsmmsmrn oo s v
Seratus Juta Rupiah

Pelimpahan  Uang  Persediaan/  Ganti  Uang  Persediaan
Balan, cupsomonsuses Tahun 2014

Mojokerto, Januari 2014
BendaharaPengeluaranPembantu

Rp. 100.000.000

|

T

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KA PASA
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